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BXJPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATl KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN D1 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak
daerah dipandang perlu melakukan intensifikasi

pemungutan pajak daerah, melalui kebijakan penghapusan

sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan;

b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Corona

Virus Disease 2019 dan untuk mendorong tingkat

pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, serta
dalam rangka hari jadi ke 69 Kabupaten Kotawaringin
Timur, maka perlu adanya kebijakan penghapusan sanksi

administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan;

c. bahwa penghapusan sanksi administrasi pajak pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana

dimaksud pada konsiderans huruf a tersebut di atas
merupakan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor

1820);

2. Undang-Undeing Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

(Lembarsin Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayeikan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah
Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 277);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dsm Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 251);



12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Keija Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adal£ih Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adaleih
unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.

5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

8. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingl-cat WP adalah orang pribadi
dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dein Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bumi adalah permukaan tanah yang meliputi dataran kering dein perairan
pedalaman serta laut wilayah Daerah.

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada
permukaan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.



13. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

14. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah perangkat dan sistem informasi
pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara
langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha
dan pembayaran pajak daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh
WP.

15. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah
penyakit menular disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome
Corona Virus 2 yaitu jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi
sebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada di luar inang
(makhluk hidup).

16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang
diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada
WP untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Daerah tanpa
dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu
tertentu.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
a. memberikan keiinganan beban masyarakat sebagai dampak ekonomi

akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Kotawaringin Timur;

b. mendorong partisipasi WP untuk melakukan pembayaran tunggakan
PBB-P2 ;

c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2 ; dan
d. mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB-P2.

BAB 111

^  PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan penghapusan sanksi
administrasi kepada WP di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda seluruh

piutang PBB-P2;
b. penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda PBB-P2

sebesar 100% berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30
Juni 2022 dan sebesar 50% berlaku mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai
dengan 31 Desember 2022;

c. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang terutang;

(3) Penghapusan sanksi administrasi dilakukan oleh Bapenda untuk setiap
NOP yang melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan ayat (2)
huruf b.
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BAB IV •

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi telah
berakhir, maka kepada WP yang sudah menyampaikan permohonan tapi
belum melakukan pembayaran, maka permohonan penghapusan sanksi
administrasi dianggap batal demi hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

PAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021

NOMOR 31

,an Aslinya
HUKUM

KOTIM,

MIIUNG, SH

199903 I 007


